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ABSTRAK 

KAJIAN HUKUM MENGENAI PENANGGUHAN PENAHANAN 
TERHADAP TERSANGKA BERDASARKAN PASAL31KUHAP 

(STUDI KASUS POLSEK TANJUNG MORA WA) 

Oleh : 
Eka Pramudya 

08.840.0271 
Bidang Hokum Kepidanaan 

Hukum Acara Pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka 
atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai 
penangguhan penahanan terse but diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana 
penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, Hakim 
sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan ada atau 
tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. 

Permasalahan yang dikemukakan yakni kenapa bisa ditangguhkan 
penahanan terhadap tersangka, apa tujuan dari penangguhan penahanan terhadap 
tersangka dan ayarat yang hams dipenuhi untuk melakukan penangguhan 
penahanan. Tujuan penelitian Untuk menganalisa, mengetahui dan memahami 
lebih lanjut bagaimana sebenarnya kekuatan hukum dalam penangguhan 
tersangka berdasarkan KUHAP. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan 
(library research) dan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian ini 
digunakan penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data primer dan 
informasi yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi di Polsek Tanjung 
Morawa. 

Setelah dilakukan pembahasan maka disimpulkan bahwa penetapan syarat
syarat penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan 
penahanan adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan penahanan. 
Tan.pa adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan penahanan 
tidak dapat diberikan. Penangguhan penahanan dengan jaminan orang adalah 
penjamin adalah semua orang yang cakap secara hukum, namun undang-undang 
lebih mengutamakan penjamin yang berharta dibandingkan dengan penjamin yang 
tidak berharta walaupun orang tersebut dapat dipercaya sebagai penjamin. 
Pelanggaran penangguhan penahanan dapat dicabut karena tersangka melarikan 
diri, tersangka tidak memenuhi panggilan untuk kepentingan pemeriksaan dan 
tersangka tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian 
penangguhan penahanan, umpamanya tidak mematuhi ketentuan wajib lapor diri 
kepada pejabat yang memberikan penangguhan penahanan. 

Dalam hal penangguhan tidak semua penangguhan bisa berjalan dengan 
lancar, ada beberapa hal yang bisa menghambat penyelesaian perkara dalam 
hubungannya dengan penangguhan tahanan. Untuk itu, diharapkan Polsek 
Tanjung Morawa harus teliti memberikan penangguhan penahanan terhadap 
tersangka sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. 

terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. 
penangguhan penahanan terse but terse but terse diatur dalam Pasal 31 KUHAP, 
penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh Penyidik, Penuntut Umum, 

dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan 
jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. 

Permasalahan yang dikemukakan yakni kenapa bisa ditangguhkan 
terhadap tersangka, apa tujuan dari penangguhan penahanan 
dan ayarat yang hams dipenuhi untuk melakukan penangguhan 

penahanan. Tujuan penelitian Untuk menganalisa, mengetahui dan 
lanjut bagaimana sebenarnya kekuatan hukum dalam penangguhan 

berdasarkan KUHAP. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian 
research) dan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian 

penulis untuk memperoleh dan mengumpulkan data-data 
yang ada hubungannya dengan pembahasan skripsi di Polsek Tanjung 

Setelah dilakukan pembahasan maka disimpulkan bahwa penetapan 
penangguhan penahanan oleh instansi yang akan memberikan penangguhan 

adalah faktor yang menjadi dasar pemberian penangguhan 
adanya syarat-syarat yang ditetapkan lebih dulu, penangguhan 

dapat diberikan. Penangguhan penahanan dengan jaminan 
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A. Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam lingkungan 

masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan 

sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang 

menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan lainnya, yakni 

peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan dengan kaidah 

hukum. 

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana 

tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang 

ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan 

yang berkuasa dalam masyarakat itu yang di sebut negara atau pemerintah. 

Walaupun, peraturan-peraturan itu telah dikeluarkan, masih ada saja orang 

atau masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang dibuat oleh 

pernerintah, misalnya dalam hal melakukan pencurian, yaitu suatu tindak pidana 

ang mengambil barang milik orang lain dengan secara melawan hukum (Pasal 

62 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Terhadap orang ini sudah tentu 

hukuman sesuai dengan perbuatannya yang bertentangan dengan 

i tu. 

Peraturan-peraturan tentang pelanggaran (overtredingen), kejahatan 

en) dan sebagainya diatur oleh hukum pidana (strafrecht) dan di muat 

1 

sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan 

menentukan dan mengatur hubungan orang yang satu dengan lainnya, 

peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan dengan 

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara 

anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang 

dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh 

berkuasa dalam masyarakat itu yang di sebut negara atau pemerintah. 

Walaupun, peraturan-peraturan itu telah dikeluarkan, masih ada 

masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan yang 
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dalam satu kitab undang-undang yang disebut dengan Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (wetboek van strafrecht). 

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur ten.tang pelanggaran-

pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan 

mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. 1 

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan 

menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. 2 

Dengan demikian menarik garis antara apa yang dihukum dan apa yang 

melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan 

hukum atau mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang 

sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, 

yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang 

diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang melawan hukum 

yang mungkin akan terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan itulah yang 

merupakan penegakan hukum, terhadap perbuatan yang melawan hukum. 

Hukum merupakan sarana dan pedoman dalam melindungi pelaksanaan 

hak dan kewajiban seseorang. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan 

cara mengalokasikan sesuatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya. Kekuasaan tersebut yang disebut hak dengan kata lain 

perlindungan hukum adalah semua usaha yang melindungi seseorang untuk 

elaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi. 

1 CST Kansil, Pengantar I/mu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, PN Balai Pustaka, 
Jakarta, 2004, bal 257. 

2 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2006, hal 111 

menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. 

Dengan demikian menarik garis antara apa yang dihukum dan 

hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai 

atau mendiskualifikasikannya sebagai melawan hukum. Perbuatan 

dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu 

menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan 

diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justru perbuatan yang melawan 

mungkin akan terjadi. Perhatian dan penggarapan perbuatan 

merupakan penegakan hukum, terhadap perbuatan yang melawan hukum. 

Hukum merupakan sarana dan pedoman dalam melindungi 

kewajiban Hukum melindungi kepentingan 
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